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MOTO 

 

“Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 

harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu berkurang 

apabila digunakan tapi ilmu bertambah bila digunakan” 

 

(Sayyidina Ali bin Abi Thalib) 
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RINGKASAN 

 

 Masalah korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah 

ada sejak era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah 

menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan 

penyelenggaraan pemerintahan negara. Untuk itu perlu penanggulangan yang sangat 

efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi tersebut. Pada kesempatan kali ini 

penulis akan membahas tentang tindak pidana korupsi yang terjadi diprovinsi maluku, 

yang dilakukan oleh kepala sub bagian tata usaha pada UPTD Balai Laboratorium 

Kesehatan Provinsi Maluku. Kejadian ini berawal pada tanggal 04 Januari 2010 dimana 

saksi Ong Onggianto Andreas bertemu dengan terdakwa Samallo Hanny di kantor 

Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku untuk membicarakan proyek yang 

akan dikerjakan oleh saksi Ong Onggianto andreas yaitu proyek pengadaan obat dan 

perbekalan kesehatan. Setelah selesai membicarakan tentang proyek tersebut, terdakwa 

mengatakan bahwa proyek tersebut positif akan dikerjakan oleh saksi, tetapi sebelum 

itu ada permintaan dari terdakwa yaitu 2 buah mobil Toyota Fortuner untuk Samuel 

Kololu (keduanya dilakukan pemeriksaan secara terpisah) dan Toyota Rush untuk 

terdakwa. Mendengar hal tersebut, awalnya saksi tidak menyetujuinya dengan alasan 

tidak seimbang antara pendapatan dan pengeluaran, dikarenakan proyek tersebut hanya 

berkisar Rp. 1.900.000.000,- sedangkan harga kedua mobil tersebut sekitar Rp. 

700.000.000,-.  

Kemudian terdakwa mengatakan lagi bahwa masih mempunyai proyek lagi 

senilai Rp.2.000.000.000,-, setelah mendengar omongan dari terdakwa, akhirnya saksi 

menyetujui kompensasi berupa mobil tersebut. Setelah itu dilakukanlah proses 

pencairan dana pada PT. Bank Maluku cabang Utama Ambon. Dana yang turun adalah 

sebesar Rp. 2.400.000.000,- dengan jaminan berupa ke-3 SPMK yang berasal dari 

terdakwa, perlu diketahui sebelumnya bahwa didalam penandatanganan ke-3 SPMK 

tersebut, terdakwa belum diangkat menjadi pejabat yang berwenang dan terdakwa 

mengetahuinya. Setelah dana tersebut turun, dana tersebut digunakan untuk keperluan 

pribadi terdakwa antara lain untuk membayar kredit mobil tersebut, dan juga ada dana 

kredit tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- yang diberikan oleh saksi Ong Onggianto 

Andreas kepada terdakwa, Setelah itu pada tanggal 20 mei 2010, terjadilah kredit macet 

yang dikarenakan saksi Ong Onggianto Andreas tidak membayar angsuran kreditnya. 

Pada saat proses pengadilan hakim menjatuhkan vonis bebas kepada terdakwa 

dikarenakan tidak terbukti merugikan keuangan negara.  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang timbul yaitu, 

bagaimana konsep mengenai unsur merugikan keuangan negara di dalam UU No 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan bagaimana penerapan 

unsur merugikan keuangan negara di dalam putusan No  07/PID.SUS/2012/PN.AB. 



 
 

 
 

 Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan salah satu 

bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis 

dengan praktik yang terjadi di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang 

diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Metode penelitian yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu tipe penelitian yang bersifat yuridis 

normatif. Pendekatan masalah yang digunakan penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan 

undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). 

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder, dan bahan non hukum. 

 Kesimpulan dari skripsi ini adalah Konsep merugikan keuangan negara yang 

terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi sebenarnya menganut sistem delik formil bukan delik materiil, yang 

artinya suatu perbuatan tidak harus dilihat akibatnya atau kerugian negara secara riil 

atau nyata, tetapi cukup dilihat suatu perbuatan tersebut cenderung untuk melakukan 

tindak pidana korupsi atau tidak. Pada kasus ini potensi kerugian negara yang 

diakibatkan perbuatan terdakwa tidak terbukti, karena dana untuk menyuap terdakwa 

adalah dana dari Ong Onggianto pribadi, dan bukan dana dari negara maupun daerah.. 

Dan penerapan pada putusan No  07/PID.SUS/2012/PN.AB. yang menjatuhkan vonis 

bebas kepada terdakwa karena tidak terbukti merugikan keuangan negara sudah tepat, 

dikarenakan pada pemeriksaan saksi dan fakta-fakta dipersidangan yang terjadi 

memang diketahui bahwa tidak ada potensi kerugian negara yang terjadi akibat dari 

perbuatan terdakwa. Jadi menurut penulis pada kasus ini yang kurang cermat adalah 

surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum itu sendiri, seharusnya Jaksa Penuntut 

Umum harus lebih cermat dan teliti dalam menganalisa unsur-unsur tindak pidana yang 

terjadi terutama pada aspek atau unsur merugikan keuangan negara dalam tindak 

pidana korupsi. 

 Saran yang dapat penulis sampaikan yaitu Menurut penulis konsep merugikan 

keuangan negara pada Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi harus lebih dijelaskan kalau konsep merugikan keuangan 

negara tersebut menggunakan delik formil. Seperti mencantumkan kalimat bahwa 

perbuatan yang berpotensi merugikan keuangan negara sudah cukup untuk 

membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi. Dan Pada kasus 

tindak pidana korupsi yang dilakukan terdakwa Samallo Hanny tersebut, sebaiknya 

Jaksa Penuntut Umum lebih cermat dalam memahami Undang-Undang No. 31 Tahun 

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut yang menganut delik 

formil beserta unsur-unsurnya terutama unsur “merugikan keuangan negara” dan Jaksa 

Penuntut Umum harus lebih cermat dalam membuat surat dakwaan. 
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